
 
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI  KLATEN 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KLATEN 
 

NOMOR 24 TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN 
 

TAHUN ANGGARAN 2017 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI KLATEN, 
 

 

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017, perlu 
 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017; 

 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   1950   tentang 
 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah 

 

- 



 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Ndonesia Tahun 2003 

Nomo 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287); 
 

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 
 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5155); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bagi Bendahara Serta 

Penyampaiannya; 
 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 

49); 
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 57); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 58); 
 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 71); 
 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 72); 
 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 
 
 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan 
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Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 73) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 174); 
 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 174) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 157); 
 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 75); 
 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Klaten Nomor 138); 
 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2015 Nomor 15); 
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35. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penatausahaan Bendahara Pemerintah Kabupaten Klaten 

(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 36); 
 

36. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2016 Nomor 32); 
 

37. Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 

Nomor 57); 
 

38. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2015 Nomor 62); 
 

39. Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten (Berita 

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 26); 
 

40. Peraturan Bupati Klaten Nomor 43 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 

Klaten Tahun 2017 Nomor 44); 
 

41. Peraturan Bupati Klaten Nomor 55 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 

2017 Nomor 57); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

 

Menetapkan: 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KLATEN 

TAHUN ANGGARAN 2017. 
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Pasal  1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 
 

a. Pendapatan     

1. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 371.718.439.306,04 

2. Dana Perimbangan : Rp. 1.624.715.625.119,00 

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah : Rp. 585.081.231.492,00  

 Jumlah Pendapatan  Rp. 2.581.515.295.917,04 
 

 

b. Belanja 
 

1. Belanja Tidak Langsung 
 

a) Belanja Pegawai : Rp. 1.032.184.118.848,00 

b) Belanja Hibah : Rp. 48.124.969.930,00 

c) Belanja Bantuan Sosial : Rp. 1.149.725.000,00 

d) Belanja Bagi Hasil : Rp. 9.970.076.237,00 

e) Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 625.433.403.350,00 

f) Belanja Tidak Terduga : Rp. 0,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 1.716.862.293.365,00 

2. Belanja Langsung      

a) Belanja Pegawai : Rp. 60.130.715.274,40   

b) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 339.931.253.564,82   

c) Belanja Modal : Rp. 364.937.481.638,00   

 Jumlah Belanja Langsung  Rp. 764.999.450.477,22   

 Jumlah Belanja  Rp. 2.481.861.743.842,22   

 Surplus / (Defisit) Rp. 99.653.552.074,82  
 
 
 

 

c.  Pembiayaan    

1. Penerimaan : Rp. 374.231.954.686,16 

2. Pengeluaran : Rp. 18.200.000.000,00 

 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 356.031.954.686,16 

 SiLPA Tahun berkenaan Rp. 455.685.506.760,98 
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Pasal  2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal  3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
 

Pasal  4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 

Pasal  5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten. 

 

 

 Mengesahkan  

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya Ditetapkan  di  Klaten 
 a.n BUPATI KLATEN 

pada tanggal  21 Agustus 2018  SEKRETARIS DAERAH 
 u.b  

 KEPALA BAGIAN HUKUM  

 Cap BUPATI  KLATEN, 
 ttd 

Cap  Luciana Rina Damayanti, SIP, MM  

 Pembina Tk. I 
ttd  NIP. 19710724 199003 2 001 

   SRI MULYANI 

Diundangkan di Klaten  

pada tanggal 21 Agustus 2018  
 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

KLATEN, Cap 
 

ttd 
 

JAKA SAWALDI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 24 
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